
 
 

LURAH PARANGTRITIS 

KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL 

 

PERATURAN KALURAHAN PARANGTRITIS  

NOMOR 5 TAHUN 2025 

 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN PARANGTRITIS NOMOR 2 

TAHUN 2022 TENTANG BADAN USAHA MILIK KALURAHAN PARANGTRITIS 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

LURAH PARANGTRITIS, 

 

Menimbang : a. bahwa telah ditetapkannya Keputusan Menteri 

Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal Nomor 3 

Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana 

Desa untuk Ketahanan Pangan dalam 

Mendukung Swasembada Pangan menyebabkan 

perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi 

kebijakan umum dalam Peraturan Kalurahan 

tentang Badan Usaha Milik Kalurahan 

Parangtritis, sehingga menyebabkan 

diperlukannya perubahan Peraturan Kalurahan 

tentang Badan Usaha Milik Kalurahan 

Parangtritis; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Kalurahan Parangtritis tentang Perubahan Atas 

Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 2 Tahun 

2022 Tentang Badan Usaha Milik Kalurahan 

Parangtritis; 

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 54); 

SALINAN 



2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 170,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5449); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa 

(Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 07, 

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459); 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang, terakhir diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2024 Nomor 77); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6321); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5694); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 

Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 611) ; 

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman 

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, 

Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran 

Badan Usaha Milik Desa Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296); 

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 



Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 

tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 

1000); 

11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan 

Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 

Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 

2016 Nomor 3); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 

Tahun 2019 Tentang Penetapan Kalurahan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 

2019 Nomor 9); 

14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 

tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita 

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 

59); 

15. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 1 Tahun 

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa Parangtritis (Lembaran Desa 

Parangtritis Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana 

diubah terakhir kali dengan Peraturan Kalurahan 

Parangtritis Nomor 7 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa 

Parangtritis Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

Parangtritis Tahun 2019-2024 (Lembaran 

Kalurahan Parangtritis Tahun 2024 Nomor 7). 

16. Peraturan Desa Parangtritis Nomor 13 Tahun 

2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa 

Kepada Badan Usaha Milik Desa ”Paris 

Bermantera” Tahun 2019 (Lembaran Desa 

Parangtritis Tahun 2019 Nomor 13); 

17. Peraturan Desa Parangtritis Nomor 14 Tahun 



2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa 

Kepada Badan Usaha Milik Desa ”Paris 

Bermantera” Tahun 2020 (Lembaran Desa 

Parangtritis Tahun 2019 Nomor 14); 

18. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 10 

Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal 

Pemerintah Desa Kepada Badan Usaha Milik 

Desa ”Paris Bermantera” Tahun 2021 (Lembaran 

Kalurahan Parangtritis Tahun 2020 Nomor 10); 

19. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 13 

Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik 

Kalurahan (Lembaran Kalurahan Parangtritis 

Tahun 2021 Nomor 13); 

20. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan 

Parangtritis (Lembaran Kalurahan Parangtritis 

Tahun 2022 Nomor 2); 

 

Dengan Kesepakatan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PARANGTRITIS 

dan 

LURAH PARANGTRITIS  

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN PARANGTRITIS 

NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG BADAN USAHA MILIK 

KALURAHAN PARANGTRITIS. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan Parangtritis (Lembaran 

Kalurahan Parangtritis Tahun 2022 Nomor 2), diubah sebagai berikut : 

1. Pada BAB III PENGESAHAN ANGGARAN DASAR , pada ayat (1) dan 

ayat (2) dimana Isi dan Uraian Anggaran Dasar BUMKal “Paris 

Bermantera” diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran Peraturan Kalurahan ini. 

2. Ada penambahan Usaha BUMKal di Bidang Ketahanan Pangan 

sehingga ketentuan pada BAB VII KEGIATAN USAHA BUMKal ayat (2) 

menjadi : 



(2) Usaha BUMKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:  

a. Bidang Jasa; 

b. Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian; 
c. Bidang Perdagangan; 
d. Bidang Pariwisata; 
e. Bidang Pengelolaan dan pengolahan sampah; 
f. bidang lain yang menguntungkan. 

 

Pasal II 

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Kalurahan Parangtritis. 

 

 Ditetapkan di Parangtritis 

 pada tanggal 6 Agustus 2025 

 LURAH PARANGTRITIS 

 ttd. 

          TOPO 

Diundangkan di Parangtritis 

Pada tanggal 26 Agustus 2025 

CARIK PARANGTRITIS 

ttd. 

WURSIDI 

 

LEMBARAN KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK 

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 5 

Noreg Peraturan Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, 

Kabupaten Bantul  ( 19/Parangtritis/2025 ) 

 

Salinan Sesuai dengan aslinya, 

An. Carik Parangtritis 

Kepala Urusan Pangripta 

 

 

SUMPENI, S.Si. 

 


